
SALINAN 
 

 

 

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  22  TAHUN  2018 
 

  TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten 
Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan agar 
lebih menjamin kepastian hukum dan efektif dalam 
pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2  

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup;  

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  

 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3046);  

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419);  

 

 



 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah;  

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);  

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang 

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 3982);  

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran 



Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran 
Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161);  

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);  

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285);  

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5617);  

 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air 
Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 41); 

 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 4); 

 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Nomor 9); 

 

 



 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011  Nomor  

05); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);  

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 
Tahun 2014 tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);  

 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor  
12);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
  

BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  

NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LING KUNGAN HIDUP.  
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.  
 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.  

 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, 
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  

6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum.  
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup 
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa depan.  
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.  

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan 

hidup.  
10. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola 

lingkungan hidup secara lestari. 
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup.  
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 
keseimbangan antara  keduanya.  

13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 

hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.  

14. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari 
sumber-sumber, baik yang terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang 

terdapat di laut. 
15. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik 

yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.  

16. Pengelolaan sumber mata air adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan 
pengendalian daya rusak air.  

17. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, dan/atau sumber 

air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di 
dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh 

manusia. 
18. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas 

kerak bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik serta 

mempunyai sifak fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan 
menunjang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. 



19. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang 
melampaui kriteria baku kerusakan tanah. 

20. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan 
troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia 

yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk 
hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.  

21. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 

sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem.  

22. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau 
program.  

23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

24. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak 
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.  

25. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat 

Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak 
penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  

26. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup 
yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  

27. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang 
terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.  

28. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang 
menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.  
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.  

30. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu 

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.  
31. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan 

kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas 

dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar 
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.  

32. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.  
33. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh 

Perangakat Daerah teknis untuk melakukan usaha dan/atau 

kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup 
serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 



34. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang 
bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  
35. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar 

makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada 
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.  

36. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku 

mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  
37. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 
hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  

38. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas 

perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap 

melestarikan fungsinya.  
39. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam 

untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta 

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.  

40. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

41. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau 
kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), 

perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 
42. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah 

zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 
hidup manusia dan makhluk hidup lain.  

43. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat 

Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung B3.  

44. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 
penimbunan limbah B3.  

45. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, 
termasuk sungai buatan/kanal/aliran irigasi primer yang meliputi 
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 

lingkungan. 
46. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, 

adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan  sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

47. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya   
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
49. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau 

lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah 

berdampak pada lingkungan hidup.  



50. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada 
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau 

kegiatan.  
51. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.  

52. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum.  

53. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan 

ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang 
dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

54. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. 
55. Pemanfaatan Air Hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, 

menggunakan dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah. 
56. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada 

Instansi yang bertanggung di bidang lingkungan hidup yang 
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati. 

57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku 

Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana lingkungan hidup.  

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 2 
 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan 
berdasarkan asas:  
a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;  

b. kelestarian dan keberlanjutan;  
c. keserasian dan keseimbangan;  
d. keterpaduan;  

e. manfaat;  
f. kehati-hatian;  

g. keadilan;  
h. keanekaragaman hayati;  
i. pencemar membayar;  

j. partisipatif; 
k. kearifan lokal; 

l. asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan 
m. otonomi daerah. 

  

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 4A 
dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4A 
 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup bertugas: 
a. menetapkan kebijakan PPLH; 

b. menyusun KLHS; 



c. menyusun RPPLH; 
d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; 

e. melakukan inventaris sumberdaya alam; 
f. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup; 

g. mengembangkan kerjasama dan kemitraan; 
h. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara 

pengakuan keberadaan serta kearifan lokal yang berkaitan dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
i. memberikan fasilitas sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.  

 
Pasal 4B 

 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup berwenang: 

a. menerbitkan izin lingkungan; 
b. menerbitkan izin PPLH; 

c. menetapkan baku mutu air, limbah, emisi sumber bergerak maupun 
tidak bergerak; 

d. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 
f. menyediakan laboratorium lingkungan; 
g. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan PPNS LH; 

h. menetapkan Komisi, Sekretaris Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan 
Pakar Independen. 

 
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 

melalui tahap: 
a. inventarisasi lingkungan hidup; dan 

b. penyusunan RPPLH. 
 

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus. 

 
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 
 
 

Pasal  8 
 

(1) RPPLH memuat  rencana tentang:  

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;  
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi  

lingkungan hidup;  

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian 
sumberdaya alam; dan 

d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
  
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dilakukan dengan memperhatikan:  
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;  

b. sebaran penduduk;  
c. sebaran potensi sumberdaya alam;  
d. kearifan lokal;  



e. aspirasi masyarakat; 
f. perubahan iklim; 

 
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

 
 

 RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  

  
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal  13 

(1)  Pemerintah Daerah wajib membentuk KLHS untuk memastikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 
dalam pembangunan wilayah Daerah dan/atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program Daerah. 
(2)  KLHS dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku 

kepentingan.  

(3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam 
penyusunan: 

a. RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;   
b. RPJPD dan RPJMD; dan 
c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan 

resiko lingkungan hidup. 
 

(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan rencana       
tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemerintahan di  bidang  penataan ruang dengan melibatkan 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. 
 

(5)  Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerahdengan melibatkan Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup. 
 

 

(6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang 

berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  

lingkungan hidup. 
 

 
9. Ketentuan Pasal 15 dihapus. 

 

 
 

 
 
 



10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17  berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  17 
 

(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku 
mutu lingkungan hidup. 
 

(2) Baku mutu lingkungan hidup mencakup:  
a. baku mutu air; 

b. baku mutu air limbah;  
c. baku mutu udara ambien;  

d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;  
e. baku mutu gangguan; dan  
f. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

(3) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai baku 
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

mengenai baku mutu lingkungan hidup yang lebih ketat. 

(4) Dalam hal baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) belum ditetapkan, penerbit izin wajib menggunakan baku mutu 

lingkungan hidup yang ditetapkan yang lebih ketat yang diperoleh dari 
kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan limbah ke media 
lingkungan.   

 

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 20 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 
wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memiliki 
UKL-UPL. 
 

(2) Ketentuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 

(3) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disebutkan dalam 
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
12. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipi Pasal baru yaitu Pasal 20A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 20A 

 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL wajib 

memiliki SPPL. 
 

(2) Tata cara memperoleh SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 

 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib 

memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati. 
 

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, wajib 

memiliki Izin Lingkungan dari Perangkat Daerah yang berwenang 
menerbitkan atas nama Bupati.  



 

(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui 
tahapan kegiatan yang meliputi:  

a. penyusunan Amdal;  

b. penilaian Amdal; dan  
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.  

(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui 
tahapan kegiatan yang meliputi:  

a. penyusunan UKL-UPL;  
b. pemeriksaan UKL-UPL; dan  
c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.  

 
14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

 

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati 

untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau kepada 
Perangkat Daerah yang berwenang untuk usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib UKL-UPL.  

 

(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-
RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.  

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dengan dilengkapi:  
a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;  
b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan  

c. profil usaha dan/atau kegiatan. 
 

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

 
(1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang 

berwenang wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.  
 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau 

kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen 
AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara 
administrasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara 
administrasi. 
 

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan 

terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan 
untuk usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau 3 (tiga) hari kerja 

sejak diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-
UPL. 

 
 
 
 



(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak 

dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai 
Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau disampaikan 

kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan 
hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

 

16. Ketentuan Pasal 43 dihapus. 
 

17. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 45 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 45 

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

(2) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.  

(3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

(4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

18. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 46 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 46 

(1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 

serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib : 

a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak 
pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat 
waktu; 

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan. 
(3) Dihapus. 
(4) Dihapus. 

 
19. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

(1)  Setiap orang dilarang: 

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup;  

b. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 

lingkungan; 
c. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 



d. memasukkan B3 dan/atau memasukkan limbah B3 yang dilarang 
ke dalam wilayah Daerah;  

e. membuang B3 dan/atau limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup 

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;  

h. menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; 
dan/atau  

i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan 

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang 
tidak benar yang berkaitan dengan lingkungan hidup.  

j. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan 
hidup dan/atau pejabat PPNS LH.  

 
(2)Pejabat yang berwenang dilarang: 

a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau 

UKL-UPL 
b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan 

Izin Lingkungan. 

c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48  berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 48 

 

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  
 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui:  
a. pengawasan sosial;  
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.  
 

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:  

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup;  

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan 
kemitraan;  

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;  

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 
melakukan pengawasan sosial; dan  

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
 

(4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang 

relevan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 
 



 

21. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 64 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan Peraturan Daerah ini.   

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 13 November 2018 

 

Plt. BUPATI PURBALINGGA 
WAKIL BUPATI, 

 
                             ttd 

 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 14 November 2018 

 
     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 
                 ttd 

 
       WAHYU KONTARDI 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 22 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
PENJELASAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR  22  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  

 
 

I. UMUM 
 
 

Pembangunan keberlanjutan dapat lebih terjamin apabila didukung 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memadai.Kualitas 
lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan 

perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.  

Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 

perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup perlu disesuaikan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 02  Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

     Cukup Jelas 
 

Pasal 1 

     Cukup Jelas 
 

Pasal 2 
     Cukup Jelas 
 

Pasal 4A 
     Cukup Jelas 

 
Pasal 4B 
     Cukup Jelas 

 
Pasal 5 
     Cukup Jelas 

 
Pasal 8 

     Cukup Jelas 
 



 
Pasal 10A 

      Cukup Jelas 
 

Pasal 13 
      Cukup Jelas 
 

Pasal 17 
      Cukup Jelas 
 

Pasal 19 
      Cukup Jelas 

 
Pasal 20 
      Cukup Jelas 

 
Pasal 20A 

      Cukup Jelas 
 
Pasal 21 

      Cukup Jelas 
 
Pasal 22 

      Cukup Jelas 
 

Pasal 23 
      Cukup Jelas 

   

  Pasal 45 
      Cukup Jelas 
 

Pasal 46 
          Cukup Jelas 

 
Pasal 47 

         Cukup Jelas 

 
Pasal 49 

      Cukup Jelas 
 
Pasal 50 

      Cukup Jelas 
 
Pasal 64 

      Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 68 


